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Menimbang

Mengingat

: KEPUTUSAN
MENTERI PEND!DIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a2/0/1999
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 199771993

MENTERI PENDIDIKAN DAN 7@:C3><>>7¢

Habwa vntuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkathan day e
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menctaphan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 19927/1998S;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintab :

~  Ivooaer 7 Tubu. 1683,

b. Nomor 28 Tahun 1990 schagaimana telah diubah denean Peraturan Pemerintah Nomor =3 Tahun
1998;

¢. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telai diubai: dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998;

d. Nomor 7z Tahuu 1991;

e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
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¢. Nomor 61 Tahun 1998 wnc:m..:.:_z_:. telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaun :
a. Nou.or 0295/0/1978;
b. Nomor 0296/0/1978;
¢. Nomor 0248/U/1985;
d. Nomor 04S6/U/1992;
¢. Nomor 048§7/U/1992;
f. Nomor 0490/U/1992;
a. Nomor 0491/U/1992;
h. Numor 054/11/1993;
i. Nomor 060/U/1993; B
j- Nomor 061/U/1993;
k. Nomor 080/U/1993;
l. Nomor 0125/U/1994;
m. Nomor 002/U/1995;
n. Nomor 034/0/1997;
o. Nomor 035/0/1997;
. Nomor 035/G/i%97:

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.
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1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri.

2) Mencgerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tzhun pelajaran 1997/1998.

3) Nam= dan lokasi sckolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I Keputusar ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerju TK, SLB, SLTP, SMU. dan SMK
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, masing-masing adalah sebagaimana Jitctaphon
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan
a. Nomor 0295/0/1978;

b. Nomor 0296/0/1978;
c. Nomor 034/0/1997;
d. Nemor 035/0/1997;

e. Nomor 036/0/1997.

(2) Dagan organisasi sckolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam
Laiupiran II Kepuiasas ni.

Pasal 3

Menugaszan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dun Keoudayaan di Propinst untuk
meliksanakan pembukaan dan penegerian scholah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yo2 berada
di wilayahnya masing-masing.
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Biayu untuk pelaksanaan Kkeputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran

sebagaimana tercantum dalam kelom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.,

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
1. TK  Ncgeri 212 buah;

2 SLLB  Negen 37 buan;

3. SLTP Negeri 10.375 buah;

4. SMU Negeri  2.795 buah;

5.  SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Yasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapican di Jakda
pada tanggal > Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada : ..
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r——IemerrivegarTRoordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan .sparatur iNegara,

2. Menteri Dalam Negeri, : 5
3. Direktur Jenderal Anggaran Departeinen 22::5::. \ - c
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara o
5. Kepaia Badan Pemeriksa Keuaangan, Qmu
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, )
7. Sckretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dar Pengermbangan Pendidikan Pnu
dan Kebudayaan Departemen yendidikan dan Kebudayaan, o

S. Seckretaris Inspektorat Jendera!, Sekretaris Divcitorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan -
Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebuaayaan, T

9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PUT. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidik ..w
dan Kebudayaan, c

o

()]

10. Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendiditan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendahara~n dan Belanja Negara.

2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sctempat,

i3. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

14. Sckolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

=]

Salinar sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemrea Terdidikan dan KNebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan zu:n.:::;
. o7 -, Yeraturan Perundang-yndang2n,
.. "+ Kepala Sub w._s..wx nggandaan
S Peraturan Perungdng-undangar:.

Ceanne

S \Nir131601278


https://v3.camscanner.com/user/download

